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 ABSTRAK 

Talak sesungguhnya merupakan hak cerai yang berada di tangan 

suami. Namun, Islam memberi salah satu solusi keadilan sebagai jalan 

alternatif dalam kondisi tertentu kepada istri untuk bercerai. Jalan alternatif 

ini disebut dengan istilah Khuluk. Di Indonesia sering dikenal dengan cerai 

gugat. Meski memiliki kesamaan yakni gugatan cerai inisiatif pihak istri, 

tetapi memiliki bentuk eksekusi yang berbeda. Cerai gugat tidak diharuskan 

membayar iwad, namun khuluk tergantung ketika hakim melihat sebuah 

perkara. Melihat fenomena pihak pengaju gugatan cerai gugat justru 

menjadi pihak yang bersalah, maka khuluk semestinya dapat berlaku. Cerai 

gugat di Pengadilan Agama Sleman selama ini tidak pernah ada putusan 

khuluk, sehingga iwad khuluk dalam putusan cerai gugat di Pengadilan 

Agama Sleman hilang. Penelitian ini membahas mengenai problematika 

yang terjadi pada penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman. Khuluk 

ialah talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istri karena adanya gugatan 

cerai istri dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Tebusan ini 

dimaksudkan untuk mengganti pengorbanan cinta dan harta suami yang 

telah diberikan kepada istri.  

Jenis penelitian lapangan ini adalah penelitan kualitatif deskriptif 

terhadap hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan 

Sosiologi Hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi direktori putusan. Metode 

wawancara, pengumpulan sumber data primer melalui bertanya kepada 

hakim Pengadilan Agama Sleman. Lalu metode dokumentasi, yakni 

pengumpulan data sekunder berupa Arsip, Laporan dan sebagainya yang 

berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti.  

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa khuluk 

belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di 

Pengadilan Agama Sleman. Gugatan yang masuk selama ini didominasi 

oleh gugatan non khuluk (cerai gugat). Faktor yang menjadi problematika 

penerapan khuluk yang berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman diantaranya: pertama, dua 

aturan hukum khuluk yang berbeda. Kedua, asas hakim pasif dalam 

beracara. Ketiga, keengganan kuasa hukum dalam menerapkan khuluk. 

Keempat, kebiasaan pihak berperkara seperti menghindari khuluk. Secara 

keseluruhan ditinjau dari pendekatan Sosiologi Hukum, substansi hukum 

memunculkan problem lain pada struktur dan budaya hukum. Sehingga 

problematikanya adalah bahwa substansi hukum khuluk justru menjadi 

kendala atau mencegah terjadinya penerapan khuluk di Pengadilan Agama 

khususnya di Pengadilan Agama Sleman. 

Kata Kunci: Problematika, Khuluk, PA Sleman. 
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MOTTO 

GERAK LAHIR LULUH DENGAN GERAK BATHIN, 
GERAK BATHIN TERCERMIN DARI GERAK LAHIR.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB 

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

  

Nama 
 Huruf Latin 

  

Keterangan 

 ا
Alīf 

Tidak 

dilambangkan 

 Tidak di 

lambangkan 

 ب
Bā’ B Be 

 ت
Tā’ T Te 

 ث
ṡā’ ṡ 

Es (dengan 

titik di atas) 

 ج
Jī J Je 

 ح
Hâ’ ḥ 

Ha (dengan 

titik di 

bawah) 

 خ
Kha’ Kh   Ka dan ha 

 د
Dāl D De 

 ذ
Żāl Ż 

Zet (dengan 

titik di atas) 

 ر
Ra’ R Er 

 ز
Za’ Z Zet 

 س
Sīn S Es 

 Syīn Sy Es dan ye ش
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 ص
Sâd ṣ 

Es (dengan 

titik di 

bawah) 

 ض
Dâd ḍ 

De (dengan 

titik di 

bawah) 

 ط
Tâ’ ṭ 

Te (dengan 

titik di 

bawah) 

 ظ
Zâ’ ẓ 

Zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ع
‘Aīn ‘ 

Koma 

terbalik ke 

atas 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa’ F Ef 

 ق
Qāf Q Qi 

 ك
Kāf K Ka 

 ل
Lām L ‘el 

 م
Mīm M ‘em 

 ن
Nūn N ‘en 

 و
Wāwu W W 

 ه
Ha’ H Ha 

 ء
‘ ‘ Apostrof 

 ي
Ya’ Y Ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap 

دةَ   Ditulis Muta’addidah مُتعََد ِّ

دَّة  Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

1. Bila ta’ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. 

2. Bila ta’ marbūtah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka di tulis dengan h 

لِّيَاء  وَأ -Ditulis  Karāmah al كَرَامَةاُلْأ

auliyā’ 

3. Bila ta’ marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis  Zakāt al-fiṭrf زَكَاةاُلأفِّطأر

D. Vokal Pendek 

E. Vokal Panjang 

مَة كأ   Ditulis ḥikmah حِّ

يَة زأ   Ditulis Jizyah جِّ

َ- Fatḥaḥ Ditulis A 

ِّ- Kasrah Ditulis I 

ُ- ḍammah Ditulis U 
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Fatḥaḥ + alif Ditulis Ᾱ 

لِّيَّة   Ditulis Jāhiliyyah جَاهِّ

Fatḥaḥ + ya’ mati Ditulis Ᾱ 

 Ditulis Tansā تنَأسَى 

Kasrah + ya’ mati Ditulis Ῑ 

يأم  Ditulis Karīm كَرِّ

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

ض   Ditulis Furūḍ فرُُوأ

F. Vokal Rangkap  

Fatḥaḥ + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيَأنَكُمأ 

Fatḥaḥ + wawu mati Ditulis Au 

لَ   Ditulis Qaul قوَأ

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 

dengan tanda apostrof (‘) 

 Ditulis A’antum أأَنَأتمُ

تمُأ   Ditulis La’in syakartum لئَِّنأ شَكَرأ

H. Kata Sandang Alīf + Lām 

1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

آن   Ditulis Al-Qur’ān ألَأقرُأ
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 Ditulis Al-Qiyās آلأقِّيَاس

2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā الَسَّمَاء

 Ditulis as-Syams الَشَّمأس

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

ض ى الأفرُُوأ  Ditulis Zawȋ al-furūḍ زَوِّ

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهَألِّ السُّنَّة 

4. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di 

kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital 

untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

ءَانُ  لَ فِّيأهِّ الأقرُأ ى انُأزِّ رُ رَمَضَانَ الَّذِّ  شَهأ

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur’ān. 

5. Pengecualian 

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada: 
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1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab 

syariat, lafaz. 

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-hijab. 

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan.



 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لِّيمًا  دٍ وَسَلِّ مُوا تسَأ نَا مُحَمَّ دٍ وَعَلٰى اٰلِّ سَيِّ دِّ نَا مُحَمَّ  الَلَّهُمَّ صَلِّ  عَلٰى سَيِّ دِّ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan 

umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.  

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Penerapan Khuluk Di 

Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman )” Adapun skripsi 

ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak 

pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, 

dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan 

terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,  

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Dr.Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.selaku dosen pembimbing 

tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan 

bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran 

yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si, selaku dosen akademik yang 

telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan 

lancar. 

6. Drs. Nuruddin, S.H., M.SI selaku hakim Pengadilan Agama 

Sleman, Bapak Muslih, dan mbak yusra, selaku staf yang telah 

berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara 

dengan penyusun. 

7. Kepada kedua orang tua penulis Imam Farok dan Rohilah.  

8. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, 

saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat 
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disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa 

hormat dan terima kasih dari penyusun. 

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa 

para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan 

Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan 

kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik 

yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 Yogyakarta, 15 November 2022 

 M. Rosyid Irfan Alfani 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu lembaga 

kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mengajukan keadilan bagi 

penganut agama islam berkenaan persoalan perdata tertentu yang 

diregulasi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan diubah kembali untuk yang kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Pengadilan Agama.1 Kewenangan 

absolute pengadilan agama ialah menangani persoalan dan permasalahan 

yang terjadi didalam perkawinan dengan syarat pemohon harus menganut 

agama Islam diantaranya meliputi izin beristri lebih dari satu, dispensasi 

nikah, hingga perceraian.  

Setidaknya, sebagaimana disebutkan pada ketentuan dalam 

kompilasi hukum Islam Pasal 114, putusnya ikatan perkawinan ada dua 

penyebutan yakni Cerai Gugat dan Cerai Talak. Dijelaskan bahwasanya 

“cerai gugat” berlaku pada perceraian yang diajukan oleh gugatan pihak 

istri, sedangkan “cerai talak” ialah perkara yang diputuskan oleh inisiatif 

pihak suami.2 Pada hukum Islam memberikan istilah hak cerai kepada istri 

lebih sering disebut dengan khuluk. Khuluk ialah perceraian atas 

 
1Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.Buku II Edisi refisi 2013. H.55 
2Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum Perkawinan. (Jakarta: Sinar Grafika , 2014). Hlm, 

16. 
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permohonan pihak istri dengan membayar atau mengganti sejumlah 

uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya (talak tebus). 

Namun penyebutan “Cerai gugat” lebih familiar dikalangan peradilan. 

Salah satu penyelenggara kekuasaan di Provinsi D.I. Yogyakarta 

ialah Pengadilan Agama Sleman yang mencakup 17 kecamatan. Faktor 

penyebab perceraian berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama 

Sleman selama 4 tahun terakhir diantaranya yakni zina, mabuk, madat, judi, 

meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat 

badan, kawin paksa, murtad, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran. Dari 

berbagai faktor tersebut, perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor 

penyebab yang paling banyak. 

Adapun data jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama 

Sleman maka diperoleh grafik selama 4 tahun terakhir yakni: 

Gambar 1. Grafik Penyelesaian Pekara Pengadilan Agama Sleman. 
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Dari penguraian singkat melalui pemaparan grafik diatas terlihat 

bahwa cerai gugat merupakan jenis perkara yang dominan atau tertinggi 

jumlahnya di Pengadilan Agama Sleman selama 4 tahun terakhir. 

Lalu sejauh mana khuluk diterapkan dari demikian banyaknya 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman ?. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Sleman diperoleh 

data bahwasanya selama ini khuluk sama sekali tidak diterapkan 

diperadilan. Perkara cerai gugat selalu diselesaikan dengan putusan talak. 

Ini juga dibuktikan dengan observasi peneliti terhadap putusan-putusan 

Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat yang diunggah pada 

direktori putusan ternyata tidak ada satupun perkara yang diputus khuluk. 

Ini fenomena menarik karena gugatan perceraian secara normatif diputus 

dengan putusan khuluk. Riset yang ada juga menunjukkan bahwa beberapa 

Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Wonosari 1dan Pengadilan 

Tinggi Agama Makassar.2 

Dari hal tersebutlah penulis memiliki rasa ingin mengupas tentang 

alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama 

Sleman dan Problematika yang dihadapinya. Maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penerapan Khuluk Di 

Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)”. 

 
1Ahmad Bahaudin AM, Tesis: “Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama 

Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonosari)”, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,2017). 
2Siti Zulaiha, Skripsi : “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan ‘Iwad Khulu’ Qabl 

Al-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 

78/PDT.G/2011/PTA.MKS)”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). 
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B. Rumusan Masalah 

Melalui uraian latar belakang diatas, oleh karenanya fokus penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman? 

2. Apa saja faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk? 

3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap faktor yang menjadi 

problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian dan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa khuluk tidak 

pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi Problematika penerapan khluk  

3. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum terhadap faktor yang 

menjadi problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis,  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada banyak pihak mengenai alasan mengapa khuluk 
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tidak pernah diterapkan dan faktor problematikanya di Pengadilan 

Agama Sleman 1A.  

2. Manfaat praktis,  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi sumbangsih 

khazanah keilmuan tentang khuluk kepada akademisi, sebagai uji 

akademis dalam khususnya bidang hukum keluarga. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang 

telah dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki hubungan 

keterkaitan dengan talak Khuluk sebagaimana penelitian yang akan saya 

lakukan. Berikut ini adalah hasil kajian pustaka yang telah saya lakukan dari 

beberapa sumbangsih akademik termaktub:  

Penelitian yang telah dilakukan kebanyakan melihat khuluk dari 

perspektif normatif hukum Islam seperti karya Kusmidi, 3  Darmiko, 4 

Hayati 5 , Tasdan, 6  Bahaudin, 7 . Terdapat pula karya dengan pendekatan 

yuridis seperti karya Zulaiha, 8 . Selain itu, beberapa penelitian juga 

 
3 Kusmidi, Henderi Jurnal : “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam 

Perspektif Hukum Islam”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018. 
4 Suhendra, Darmiko Jurnal : “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, (ASY-

SYAR‟IYYAH, Vol. 1 No. 1, Juni 2016). 
5 Hayati, Skripsi : “ Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khuluk Karena 

Mengingkari Ta’lik Thalak ” (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2015. 
6 Tasdan, Tesis : “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam 

Hukum Peradilan Agama”, (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011 
7Ahmad Bahaudin AM, Tesis: “Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama 

Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonosari”, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,2017) Hlm, vii. 
8 Siti Zulaiha, Skripsi : “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan ‘Iwad Khulu’ Qabl 

Al-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 

78/PDT.G/2011/PTA.MKS)”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019) 



6 

 

 

 

menggunakan pendekatan normatif dan yuridis secara bersamaan seperti 

karya Ayu Dwi9, Dzia Ul-Haq10, Usman11. Pendekatan gender dalam studi 

tentang khuluk juga telah dilakukan oleh Meidina12.  

Dari penelitian yang telah ada, penelitian ini mempunyai banyak 

persamaan dengan penelitian Dzia Ul-Haq dalam segi pendekatan penelitian, 

juga metode pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian oleh Dzia Ul-

Haq (2017) berjudul “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk 

Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan)”. 13 

Penelitiannya membahas mengenai hambatan khuluk di Pengadilan Agama 

khususnya Pengadilan Agama Pasuruan. Khuluk merupakan talak tebus 

yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena adanya permintaan istri 

dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Iwad tersebut 

dimaksudkan untuk mengganti cinta dan harta suami yang telah diberikan 

suami kepada istri.  

Penelitiannya berupa jenis penelitian hukum empiris berupa field 

research. Menggunakan pendekatan kualitatif secara Sosiologi Hukum. 

Penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan dengan sumber 

 
9Lestari, Ayu Dwi Skripsi : ”Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilai Hukum 

Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) 

Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021) 
10 Dzia Ul-Haq, Skripsi: “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di 

Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan”, (Malang: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2017). 
11 Usman, Tesis: "Khulu' (penerapan dan problematika penyelesaian oleh hakim di 

Pengadilan Agama Palangka Raya)" (Palangkaraya : Institut Agama Islam Negeri Antasari,2008). 
12Rezy, Meidina Ahmad Skripsi : “ Meninjau Hukum Iwadl Perspektif Keadilan Gender”, 

(Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021). 
13  Dzia Ul-Haq, Skripsi: “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di 

Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan”, (Malang: Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, 2017). 
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data primer data yang diperoleh langsung dari wawancara, dan data 

sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitiannya seperti 

Undang-Undang serta kitab-kitab fiqih dan tafsir yang mengulas mengenai 

khuluk. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa problematika hambatan 

penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan secara garis besar terjadi 

karena dua faktor, yaitu hambatan eksternal dan internal. selain daripada 

itu, aturan tentang khuluk masih memunculkan beberapa problematika 

yang malah justru menghambat penerapan khuluk itu sendiri. 

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yakni variabel terikatnya. 

Yang dimana waktu dan objek penelitian ini menelusuri problematika khuluk 

dengan objek di Pengadian Agama Sleman dengan responden hakim Pengadilan 

Agama Sleman. Disisi lain rumusan bahasan penelitian ini juga berbeda dimana 

peneliti mengupas alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan 

Agama Sleman serta problematika yang dihadapi, sedangkan Dzia membahas 

mengenai faktor penghambat khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan dan bentuk 

problematika penerapannya. 

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini fokus mengungkap alasan mengapa khuluk tidak 

pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman dan problematika yang 

dihadapinya. Melihat Di Pengadilan Agama Sleman banyak cerai gugat 

namun tidak melalui khuluk. Maka dari itu, penulis menggunankan pisau 

telaah sebagai pembedah Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.  
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Dalam mewujudkan hukum yang ideal Lawrence M. Friedman 

mengemukakan sistem hukum meliputi Komponen Struktur Hukum, 

Komponen Substansi Hukum dan Komponen Budaya Hukum.  

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. 

Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang 

dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat 

adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau 

mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 

Hukum saat ini telah mengalami perkembangan dimana menurut teori 

Lawrence Friedman:14 

a.  Budaya hukum 

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, 

is the climinate of social thought and social force wicch determines how 

law is used, avoided, or abused.  

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum 

untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun 

kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum 

oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka 

penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum 

sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum 

 
14 Lawrence M.Friedman, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System 

A Social Science Perspective), Nusamedia, Bandung, h.32. 
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dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, 

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada pupulasi 

masyarakat umum. Kedua, Kultur hukum internal adalah kultur hukum 

para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua 

masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan 

para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki 

suatu kultur hukum internal. 

b.  Struktur hukum 

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist 

of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. 

Strukture also means how the legislature is organized, what procedures 

the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of 

crosss section of the legal system a kind of still photograph, with freezes 

the action. 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang 

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan 

ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan 

legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, 

struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada 

dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur 

adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan 

menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan 
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bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum 

itu berjalan dan dijalankan. 

c.  Substansi hukum 

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the 

actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, 

the stress here is on living law, not just rules in law books.  

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud 

dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data 

dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian 

empiris berupa field research, sebab penelitian ini merupakan 

penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pada 

observasi terhadap direktori putusan Pengadilan Agama Sleman 

dan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Sleman. 

Penelitian penulis disini berkaitan mengapa khuluk tidak pernah 
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diterapkan di Pengadilan Agama Sleman serta problematika yang 

dihadapinya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk menggali informasi dan sekaligus mewawancarai beberapa 

hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskirptif analisis, untuk 

mendeskripsikan atau memberi sebuah gambaran objek khuluk 

pada Pengadilan Agama Sleman yang bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian analitik 

deskriptif ini berusaha untuk menguraikan pemecahan masalah 

yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh dari informasi 

wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan ini 

mengelompokkan dan merelevansikan faktor yang menjadi 

problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman 

melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. 

Friedman. Teori sistem hukum meliputi Komponen Struktur 

Hukum, Komponen Substansi Hukum dan Komponen Budaya 

Hukum. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 
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Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan 

hakim atau data yang diambil dari lapangan yaitu Pengadilan 

Agama Sleman. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari putusan, 

literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan khuluk. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu 

objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam hal 

ini peneliti melakukan pengamatan terkait dengan jenis dan 

bentuk perkara terhadap arsip direktori putusan di Pengadilan 

Agama Sleman termasuk di dalamnya adalah penyebab atau 

sumber perkara tersebut diajukan. 

Adapun dengan adanya cara observasi terhadap arsip direktori 

putusan tersebut, peneliti mengamati apa yang akan dikaji 

kemudian dicatat supaya menjadi sebuah bukti dilakukan suatu 

kegiatan pengamatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi umum lokasi penelitian, faktor-faktor 

penyebab meningkatnya angka perceraian dan masalah utama 

mengapa tidak pernah ada perkara yang di putus khuluk di 

Pengadilan Agama Sleman. 
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b. Wawancara 

Wawancara disini menggali informasi sebagai data sebanyak-

banyaknya dari hakim Pengadilan Agama Sleman informan 

dengan cara bertanya langsung. Menggunakan metode 

wawancara secara terstruktur dengan cara menentukan rumusan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada hakim 

Pengadilan Agama Sleman.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dengan metode pencarian dan pengumpulan data 

tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

agenda, laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan topik 

pembahasan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang dilakukan 

dengan menggunakan alat perekam, foto dan catatan hasil 

wawancara kami dengan para hakim Pengadilan Agama Sleman 

penelitian ini. 

6. Analisis data /Pengolahan Data 

Data yang didapat dari hasil teknik pengumpulan data, selanjutnya 

diolah dan dianalisis untuk menjawab persoalan yang dikaji dalam 

penelitian ini. Adapun untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti 

mengorganisir seluruh data yang di dapat. Beberapa langkah dalam 

pengolahan data diantaranya: 

1) Editing 

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama 
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dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.15 Langkah 

yang dilakukan peneliti dalam langkah editing yakni terlebih 

dahulu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama 

penelitian, diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan 

untuk. wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan 

penelitian, kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut 

sudah sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.  

2) Classifying  

Classifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara 

menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam 

pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah 

pembahasannya. 16  Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan 

seluruh data baik primer maupun sekunder, kemudian 

mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas 

dalam analisa data.  

3) Verifying  

Verifying adalah langkah dan kegiatan dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan.17 Dalam langkah 

ini, peneliti melakukan verifikasi data-data yang ada, yakni data 

 
15Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2005), hlm. 85 
16Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1993), hlm. 104-105. 
17 Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: 

Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84 
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dari hasil survey terkait dengan statistik perkara,dan problematika 

penerapan khuluk yang dialami oleh masing-masing hakim 

melalui proses wawancara.  

4) Analyzing  

Analizing adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan 

memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola dan 

menemukan apa yang penting dari yang dipelajari. 18  Dalam 

langkah ini, peneliti menganalisa data dengan menggambarkan 

berupa deskripsi hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-

teori yang sudah ada.  

5) Concluding  

Concluding adalah akhir dari kegiatan penelitian berupa 

kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data 

empiris. Dalam langkah ini, peneliti akan memperoleh semua 

jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya 

penelitian ini dan rumusan masalah penelitian. Peneliti akhirnya 

menarik sebuah kesimpulan dari proses Editing, Classifying, 

Verifying dan Analyzing. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan 

tujuan agar menjadi lebih terarah, dalam penelitian ini akan terbagi 5 (lima) 

 
18 Lexy J. Moleong, h. 248 
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bab, yang mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut 

adalah gambaran bab-bab tersebut. 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah yaitu yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian, rumusan 

masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk membatasi pembahasan 

dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu manfaat 

dilakukan penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada telaah 

pustaka yaitu untuk menjelaskan posisi penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka teoritik yaitu menjelaskan 

mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian 

yaitu menjelaskan cara untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, akan dipaparkan mengenai Khuluk Menurut Fikih Dan 

Perundang-undangan Di Indonesia sebagai tinjauan umum ketentuan khuluk.  

Bab ketiga, Pada bab ini peneliti akan membahas, Cerai Gugat Di 

Pengadilan Agama Sleman meliputi, Sekilas tentang Pengadilan Agama 

Sleman , Pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman, Putusan 

Perkara Cerai Gugat di PA Sleman, dan Hilangnya Khuluk dalam Putusan 

Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama. 

Bab keempat, Pada bab ini menjelaskan tentang Problematika 

Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama.  

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan saran, kritik, masukan, 

usulan, rekomendasi dan kesimpu lan yang didapat dari hasil penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang problematika penerapan 

khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman dapat 

disimpulkan sebagai termaktub: 

1.  Khuluk belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di 

Pengadilan Agama Sleman. Gugatan yang masuk selama ini didominasi 

oleh gugatan non khuluk. 

2. Adapun terdapat macam-macam faktor kendala penerapan khuluk yang 

berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Sleman diantaranya: pertama, dua aturan hukum khuluk 

yang berbeda. Kedua, asas hakim pasif dalam beracara. Ketiga, keengganan 

kuasa hukum dalam menerapkan khuluk. Keempat, kebiasaan pihak 

berperkara seperti menghindari khuluk. 

3. Ditinjau pendekatan Sosiologi Hukum, faktor problematika yang ada pada 

substansi hukum khuluk memunculkan faktor problematika pada struktur 

dan budaya hukum. Dua aturan hukum khuluk yang berbeda antara Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia mempengaruhi sikap budaya hukum. 

Pihak penentu gugatan sebagai budaya hukum seakan menghindari sifat 

kerumitan khuluk dan biaya yang ditanggung, sehingga memilih gugatan 

non khuluk yang bersifat sebaliknya. Ini terbukti tidak pernah ada gugatan 
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khuluk yang masuk selama ini. Selain itu aturan pasif hakim mempengaruhi 

prilaku hakim sebagai struktur hukum dalam beracara. Tidak ada ketentuan 

untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman 

apabila ia melihat bahwa penggugat (istri) merupakan pihak yang bersalah 

maka istri diharuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalan 

khuluk.  

Maka secara keseluruhan problematikanya adalah bahwa peraturan 

mengenai khuluk justru menjadi kendala atau mencegah terjadinya penerapan 

khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman. 

 

B. Saran  

Guna menunjang penelitian yang setema kedepannya. Penulis 

memiliki beberapa saran agar penelitian dengan tema serupa dapat lebih 

efektif dan tepat sasaran: 

1. Saran Akademis 

Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu 

khususnya Hukum Keluarga antarpribadi yang lebih spesifik 

dilingkungan akademisi untuk memberikan pengetahuan lebih terhadap 

pembaca. 

Bagi Peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti mengenai khuluk 

hendaknya mengetahui konsep tentang dasar-dasar khuluk dalam hukum 

keluarga Islam dan hukum perdata yang ada diIndonesia. Peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan tema khuluk ini melalui sisi penegak 

hukum seperti, upaya hakim cerai gugat dalam melihat istri yang terbukti 
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nusyuz, atau melihat dari sisi kultur hukum seperti upaya suami dalam 

gugat cerai untuk meminta iwadh khuluk. 

2. Saran Praktis 

Alangkah baiknya lembaga yang berwenang membuat ketentuan 

antara gugat dan khuluk dengan lebih jelas lagi dan mendetail 

pengelompokan dan pelaksanaannya, agar dapat diterapkan dengan baik 

oleh masyarakat. Hendaknya peraturan tersebut dapat memperhatikan 

letak permasalahannya, seperti khuluk murni jika penggugat justru 

menjadi pihak yang bersalah misalnya istri selingkuh maka sebaiknya ada 

ketetapan kepada tergugat atau suami yang terdzolimi untuk mendapat 

perlindungan (kompensasi) yang mengacu dalam kasus Tsabit bin Qais 

berupa iwad.  

Untuk Pengadilan, bahwa dominan pihak berperkara sama sekali 

tidak mengerti tentang bentuk penyelesaian antara gugat biasa dan gugat 

khuluk, karena yang mereka pahami sebatas datang ke Pengadilan Agama 

untuk menggugat cerai pasangannya. Padahal kita mengetahui bahwa 

keduanya merupakan penyelesaian perkara yang berbeda dan memiliki 

dampak hukum yang berbeda pula. Maka dari itu, Pengadilan Agama 

hendaknya dapat mensosialisasikan atau mengarahkan para pihak untuk 

memilih jalan mana yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan 

perkaranya. 
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